


Arbitrase adalah penyelesaian sengketa secara formal berdasarkan kesepakatan
para pihak, di mana arbiter mempunyai wewenang memutus sengketa dengan
keputusan yang mengikat.

Penyelesaian sengketa dengan bantuan wasit (arbiter)dipilih oleh para pihak yang
bersengketa. Arbiter punya kewenangan penuh untuk mengambil putusan guna
penyelesaian masalah, dan sifat putusannya final dan mengikat. Pada pasal 3 UU
30/1999 menentukan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa
yang telah terikat dalaom perjanjian arbitrase.

Arbitrase di Indonesia berkembang sejak tahun 1977 dengan dibentuknya Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas prakarsa Kaomar Dagang Indonesia (Kadin).



Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang
perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak
dapat diselesaikan melalui arbitase adalah sengketa yang menurut peraturan
perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 pasal 4 tentang arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang
menyelesaikan sengketa para pihak yang telah terikat di dalam perjanjian arbitrase,
dan putusan arbitrase adalah final, artinya tidaok dapat dilakukan banding,
peninjauan kembali atau kasasi, serta putusannya berkekuatan hukum ftetap bagi
para pihak.”



Arbitrase dapat berupa arbifrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui
badan permanen (institusional):

Arbitrase ad hoc (arbitrase volunter) adalah arbitrase yang dibentuk khusus  untuk
menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat  insidental
dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan.

Arbitrase institusional merupakan lembaga afau badan arbitrase yang sifatnya

permanen. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa

yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian sengketa di luar

pengadilan. Lembaga arbifrase insfitusional yang ada di Indonesia antara lain

?E?don Arb)frrose Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional
asyarnas



Pelaksanaan putusan arbitfrase dibedakan menjadi dua yaitu putusan
arbitrase nasional dan putusan arbitrase asing (internasional)

1. Putusan Arbitrase Nasiondadl

Pelaoksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30
Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara
sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaanya, putusan
tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan
negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan
autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera
pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitase
diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.



2. Putusan Arbitrase Asing (Internasional)

Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di indonesia didasarkan pada
ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan
negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa Konvensi berlaoku juga di
wilayah Indonesia.

Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York ditandatangani UN Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Indonesia telah mengaksesi
Konvensi New York tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada
5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret
1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan mahkamah Agung Nomor |
tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing sehubungan
dengan disahkannya Konvensi New York 1958. Dengan adanya Perma tersebut
hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa
diatasi. Tapi dalam prakteknya kesulitan-kesulitan masih ditemui dalam eksekusi
putusan arbitrase asing.












A. Sengketa pajak

Berdasarkan UU 14/2002 tentang pengadilan pajak, sengketa pagjak
diselesaikan melalui pengadilan pajak. Pengadilan pajak merupakan
pengadilan fingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus
sengketa pajak.

Macam sengketa pajak dan upaya penyelesaiannya:
1. Sengketa atas putusan keberatan
Penyelesaian:

Ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan
banding dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang
dibanding.



2. Sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak
Penyelesaian:

Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan
pajak adalah 14 hari sejak tfanggal pelaksanaan penagihan.

3. Sengketa atas keputusan pembetulan atau keputusan pajak lainnya.

Penyelesaian:

Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan pajak adalah
30 hari.




B. Sengketa lingkungan hidup

Penyelesaian sngketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan
(litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian non-litigasi tersebut
tidak berlaku terhadap findak pidana lingkungan hidup, artinya apabila
terdapat unsur-unsur pidana maka penyelesaiaon masalah hanya dapat
dilakukan melalui litigasi.

C. Sengketa konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau
diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bwntuk dan
besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak
akan terjadi kembali atau fidak akan terulang kembali kerugian yang diderita
oleh konsumen.



D. Sengketa hak atas kekayaan intelektual
- Sengketa hak cipta
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
Pencipta dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa izin pencipta antara lain:
Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada pencipta
Mencantumkan hama pencipta pada ciptaan
Mengganti atau mengubah judul ciptaan
Mengubah isi ciptaan
Berdasarkan UU 19/2002 tentang hak cipta gugatan tersebut dapat berupa:.
Tuntutan ganti rugi
Penyitaan atas hasil perbanyakan ciptaan tersebut
Penyerahan sebagian atau seluruh penghasilan dari kegiatan pelanggaran hak cipta

Penghentian pengumuman atau perbanyakan barang yang merupakan hasil pelanggaran hak
cipta



keta merek

dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

nerek dapat mengajukan gugatan terhadap




aha ditangani oleh komisi

arle




